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BUPATI PESISIR BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA J
BUPATI PESISIR BARAT,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, aritar kegiatan dan antar jenis
bclanja maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2013;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan
denean Peraturan Bunati:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Indonesia Nomor 3851):
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undarlg Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undeng Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik-Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentdng Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Rerublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); .
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Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten
Pesisir Barat di Provinsi Lampung {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Nomor
5364);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5155j;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45%3};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembzran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Peniyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2G12 Nomor 508) sebagaimana telah diubah
dengan Pératuran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 ahun 2013 (Berita Negara
tahun 2013 Nomor 146);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
540);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Restribusi Jasa Umum Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3 };

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Jasa Ussha (Lembaran Daerah Kabupeg,fe_n Lampung Barat Tahun
2012 Nomor 4);



23, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor & Tahun 2012 tentang
Restribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2012 Nomor 5);

26. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomot 3 Tehun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran
2013,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20i3 Semula berjumlah
Rp. 10.978.411.775,00 bertambah Rp. 00 sehingga menjadi Rp.
10.978.411.775,00
1. Pendapatan )
a. Semula Rp 10.978.411.775,00
b. Bertambah / (berkurang) _Rp -
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 10.978.411.775,00
2. Belanja ’
a. Semula Rp 10.978.411.775,00 '
b. Bertambah / (berkurang) _Rp -
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 10.978.411.775,00
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan Rp -
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp -
2] Bertambah / (Berkurang) "Rp -
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp -
b. Pengeluaran
1) Semula Rp -
2] Bertambah / {(Berkurang) Rp -
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp -
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp
Paszal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 978.411.775,00
2) Bertambah / (Berkurang) . Rp -
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 978.411.775,00
b. Dana perimbangan |
1) Semmula Rp -
2) Bertarnbah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp -
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ‘ |
1) Semula Rp 10.000.000.000,00 :,
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah
Perubahan Rp 10.000.000.000,00

{2) Pendapatan asli daerah _sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendepatan:
a. Pajak daerah
1) Semula Rp 509.323.825,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp 509.323.825,00



b. Retribusi daerah

1) Semula Rp 469,087.950,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumiah retribusi dacrah setelah Perubahan Rp 469.087.,950,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1} Semula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) : Rp -
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp -
d. Lain-lain pendapatan asli daeral yang sah
1) Semula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah
Perubahan Rp -

{3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak

1) Semula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah
Perubahan Rp -
b. Dana alokasi umum
1} Semula Rp -
2} Bertambah / (Berkurangj Rp -
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp -
c. Dana alokasi khusus
1) Sernula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp -

(4} Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Hibah
1) Semula Rp 10.000.000.000,00 .
2) Bertambah / {Berkurang) Rp -
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp 10.000.000.000,00
b. Dana darurat x
1} Seinula Rp -
2] Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jum!ah pendapatan dana darurat setelah Perubahan Rp -
c. Dana bagi hasil pajak -
1) Semula Rp -
2} Bertambah / (Berkurang} Rp -
Jumlah pendapatan bagi hasil pa_]ak setelah Perubahan Rp -
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah
1) Semula . Rp -
2) Bertambah / (Berlcurang) Rp -
Jumlah dana penyesuian dan otonomi khusus setelah Rp -
Perubahan
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
1) Semula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah Rp -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dart :
a. Belanja belanja tidak langsung
1) Semula Rp 1.068.020.875,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp [178.000,000.00)
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp 890.020.875,00




b. Belanja langsung

1} Semula Rp $.910.390.900,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 178.000.000,00
Jumlal belanja langsung setelah Perubahan Rp 10.088.390.900,00

{2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis bela}lja:

a, Belanja pegawai

[) Semula Rp 777.800.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 777.800.000,00
b. Belanja bunga sejumlah
1) Semuia Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan - Rp
¢. Belanja subsidi N
1) Semula Rp -
2) Bertambeh / [Berkurang) Rp_ -
Jumleh belanja subsidi setelah Perubahan Rp -
d. Belanja hibah
1] Semula Rp -
2} Bertambah / (Berkura.ng) Rp -
Jumleh belanja hibah setelah Perubahan Rp -
e, Belanja bantuan sosial
1) Semula Rp -
2} Bertambah / {Berkurang} Rp -
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp -
f. Belanja bagi hasil
1) Semula Rp -
2] Bertambah / {Berkurang) Rp -
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp -
g. Belanja bantuan keuangan
1) Sernula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang] Rp -
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp
h. Belanja tidak terduga
1) Semula Rp 290.220.875,00
2) Bertambah / (Berkurang] Rp (178.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp 112.220.875,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawal

1) Semula Rp 723.095.000,00
2) Bertambah / (Berkurang] Rp 127.075.000,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 850.170.000,00
b. Belanja Belanja barang dan jasa
1) Semula . Rp 6.594.414.400,00
2) Bertambah / {Berkurang} Rp 360.925.000,00
Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 6.955.339.400,00
c. Belanja modal
1) Semula Rp 2.592.881.500,00
2) Bertambah / (Berkurang) Ro (310.000.000,60)
Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp  2.282.881.500,00

= Pasal 4
{1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud c?a?l%m Pasal 1 terdird dari :
a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp .
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp -
b. Pengeluaran sejumlah
1) Semula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp -

{21 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a terdiri dari jenis pembiayaan -
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
1] Semula Rp ‘ “ .
2) Bertambah / (Berkurang) Rp e -
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp -




b, Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -

1) Semula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp -
¢. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
1)} Semula Rp - -
2} Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan Rp -
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
1} Semula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumiah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
1) Sermula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp . :
Jumiah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Rp -
Perubahan
{. Penerimaan piutang daerah sejumiah
1) Semula Rp -
2} Bertambah / (Berkurang} Rp -
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimane dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. pembentukan dana cadangan sejumlah .

1} Semula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang] Rp -
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp -
b penyertaan medal {investasi) pemerintah daerah sejumlah
1) Semula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah penyertaan modal (invetasi) daerah setelah Perubahan Rp -
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -
1} Semula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah pembayaran cicilen pokok utang yang jatuh tempo
setelah Perubahan Rp -
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
1) Semula Rn -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Rp -
Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dati Peraturan
Bupat ini, terdiri dari:

1. Lampiran [ Ringkasan Perubahan APBD:

2. Lampiran II Ringkasan Perubaham APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran {ll Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgenisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran [V  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemeiintahan Daerah, Organisasi,
Program, dan Kegiatan;

5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasar dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VIl Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, ‘

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah
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Pasal 6
1 Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

dap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini .dengan
itannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Oktober 2013
Pi. BUPAT] PESISIR BARAT,

KHERLAN]
idangkan di Krui
vtanggal 2 Oktober 2013
MEKRMARIS DAE
UPATEN PESISIR'BARAT,

SOBRI
ABARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2013 NOMOR (7



